
SALINAN

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2O2I

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2O2I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentr-rkan Peraturan Perundang-undangan dan Pasat 29
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan
Presiden tentang Program Penlrusunan Peraturan
Pemerintah Tahun 2021;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)r sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun '2OLl tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 |lomor 199);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2021.

Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini
sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
Tahun 2O2L.

Program Pen5rusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi
pen5rusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap
triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi
penJrusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Deprl ndang-undangan dan

i Hukum,
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